Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

TERGUGAT, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan

SD, pekerjaan buruh  bangunan, bertempat
tinggal di Kabupaten Batang Hari

selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan saksi-
saksi serta memeriksa bukti- bukti yang dikemukakan di

persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung Rl nomor 144 SK/KMA/VI1/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan
pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya
hukum.Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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surat
gugatann telah

Bulian

ikah

Tergugat

taklik talak yang
berbunyi sebagaimana tercantum dalam
buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan
Tergugat;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut
Penggugat dan Tergugat  bertempat
tinggal di rumah orang tua Tergugat
di Kabupaten Batang Hari selama 11
bulan atau sampai April 2010;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut
Penggugat dan Tergugat telah hidup
bersama sebagaimana layaknya suami

isteri dan telah dikaruniali orang
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tidak
Perat hati
mengizinkan

yang akhirnya

Penggugat diantar pulang ke rumah

orang tua Penggugat di

Batang Hari ;

Kabupaten

7. Bahwa, 2-3 bulan setelah kepergian

Tergugat tersebut,

Penggugat datang

ke rumah orang tua Tergugat untuk

menanyakan keberadaan Tergugat, akan

tetapi pihak

mengetahuinya;

8. Bahwa pada

keluarga tidak

bulan Agustus 2010,

Penggugat mendengar kabar dari teman

Tergugat

yang mengatak an bahwa

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung Rl nomor 144 SK/KMA/VI1/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan

pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti

atau dasar untuk melakukan suatu upaya

hukum.Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.
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gan Tergugat

ad usaha damai yang
dilakukan baik dari pihak Kkeluarga
Penggugat maupun Tergugat;

11. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan
Tergugat tersebut di atas, Penggugat

tidak ridha dan bermaksud bercerai

dengan Tergugat dan Penggugat
bersedia membayar uang iwadh ;

12. Bahwa  Penggugat tidak mempuny ai
pekerjaan/penghasilan tetap,

sedangkan Tergugat tidak meninggalkan
harta untuk biaya hidup Penggugat,

oleh karenanya Penggugat mohon
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- Nen

berpendapa

adilnya ;

Menimbang, atas erara prodeo yang
diajukan  Penggugat, Majelis Hakim telah  menjatuhkan
putusan sela nomor : 55/Pdt.G/2011/PA.Mbl  tertanggal 21
Februari 2011 Masehi yang bertepatan dengan 18 Rabiul
Awal 1432 Hijriyah yang amarnya sebagaimana tercantum

dalan Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah

ditentukan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat
dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, maka
diusahakan upaya perdamaian melal ui medi asi dan

berdasarkan laporan hakim mediator yang bernama Syarifah
Aini, S.Ag tertanggal 03 Maret 2008, mediasi telah

dilaksanakan dan gagal mencapai kesepakatan untuk
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tertulis
g dikeluarkan
oleh kelura Nomor @ XXX/XX/XXXX
tanggal 04 Februari 2011 (Bukti P-1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta  Nikah atas nama
Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama XXXXX
Nomor : XXX/XX/XXXX tanggal 11 Mei 2009 yang
telah dinazzegelend dan telah di cocokan dan
sesuai dengan aslinya (Bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis,
Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi keluarga
sebagai berikut
1. SAKSI |, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu

rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari,
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|
e N

arah dan

tujuan bers

Bahwa Penggugat gugat sudah pisah rumah
kediaman bersama sejak April 2010 sampai dengan
sekarang, Penggugat diantar pulang oleh Tergugat

Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak memberikan
nafkah kepada Penggugat ;
Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita

Penggugat ;

2. SAKSI Il, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang
bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut ;
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karena

Tergugat

Tergugat

tetapi tidak

mengatakan it pergi merantau ;

= Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah
datang menjemput Penggugat dan tidak pula
memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah
l[ahir maupun batin ;

= Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat

agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi

tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan atas
keterangan saksi- saksi tersebut kemudian Penggugat
menyerahkan uang iwadh Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi,
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aimana
telah diubg 3 MO 2006 dan
Undang- Undang i [ ang Peradilan
Agama, Majelis Hakim mendamaikan dengan
cara menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tetap
mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak
berhasi | dan upaya perdamaian melalui proses mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, medi asi telah dilaksanakan oleh hakim
mediator yang bernama Syarifah Aini, S.Ag dan berdasarkan
laporan hakim mediator tertanggal 03 Maret 2011, mediasi
tersebut gagal mencapai kesepakatan dan mediasi dinyataka
gagal ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang

perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-
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Disclaimer

bahwa rumah ta un pda tanggal

21 April 2010 Terguga Penggugat dengan
alasan ingin pergi merantau dan dengan berat hati
Penggugat mengizinkan Tergugat pergi, namun  sampai
sekarang Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman
bersama dan tidak pula memberikan atau mengirimkan nafkah
baik lahir maupun batin ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban
Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir
dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau
wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara sah
dan patut, maka secara yuridis formil, dalil/alasan

gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta

yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua
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dalil gugate

perti bukti

bahwa angka
(2) dan ; g at sesaat
setelah  akad sesuai yang
tercantum  dalam (bukti P) dan
terhadap perlakuan Tergugat tersebut ternyata Penggugat
tidak ridha lalu Penggugat membayar iwadh sesuai dengan
ketentuan yang berlaku vyaitu sebanyak Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah). Dengan demikian syarat ta'lik
talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula
mengetengahkan dalil- dalil syar'i dan pendapat ulama

sebagai berikut

1. Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi

._9'_9 .ﬂ._gl _ll .l..&e..) !U _I.l&g..) Slumé.v

Artinya : “Dan penuhilah janji kamu, sesungguhnya janji
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Penggugat
dapat satu  khul'i
Tergugat terhadap ) iwadh sebesar Rp.
10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor
50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada
Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan
untuk mengirimkan sehelali salinan putusan yang telah
mempunyai  kekuatan hukum vyang tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat menikah dan
Pegawai Pencatata Nikah dimana Penggugat dan Tergugat

berdomisili ;

Mengingat pasal- pasal peraturan perundang- undangan
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alam perkara

ini sejumla 000,- (lima puluh
ribu rupiah) dibebankan kepada negara ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara Bulian dalam
rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama
Muara Bulian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011 Masehi
bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah
oleh kami Drs. MUCHIDIN, MA sebagai Ketua Majelis,
MASALAN BAINON, S.Ag dan RIFKY ARDHITIKA, SHI., MHI
masing- masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada
hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam
persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh
Hakim- Hakim Anggota dan SRI WAHYUNI, SHI sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar
hadirnya Tergugat
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukén merupakan saiman. olentik dari patusan

pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya
hukum.Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan
pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya
hukum.Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14



